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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku "Ekonomi Kerakyatan: Pilar 

Keadilan dan Kemandirian Bangsa" ini dapat hadir di hadapan 

pembaca sekalian. Buku ini merupakan sumbangsih pemikiran yang 

mencoba mengelaborasi dan menegaskan kembali betapa vitalnya 

konsep ekonomi kerakyatan dalam membangun fondasi keadilan 

sosial dan kemandirian bangsa di Indonesia. 

Dalam dinamika perekonomian global yang kian kompleks, 

seringkali kita terjebak dalam arus liberalisasi dan kapitalisme yang 

cenderung mengesampingkan kepentingan masyarakat akar rumput. 

Di tengah tantangan tersebut, gagasan ekonomi kerakyatan muncul 

sebagai mercusuar harapan, menawarkan paradigma yang berpusat 

pada pemberdayaan rakyat, pemerataan aset, serta keadilan dalam 

distribusi hasil-hasil pembangunan. Ini bukan sekadar wacana, 

melainkan sebuah jalan nyata menuju kemakmuran yang merata dan 

berkelanjutan. 

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengurai benang kusut 

pemahaman tentang ekonomi kerakyatan, mulai dari landasan 

filosofis, prinsip-prinsip dasar, hingga implementasi praktisnya. Kami 

mencoba menyajikan perspektif yang komprehensif, mencakup peran 

koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor 

pertanian, serta pentingnya kebijakan afirmatif yang berpihak pada 

rakyat kecil. Lebih dari itu, kami ingin menunjukkan bahwa ekonomi 

kerakyatan bukanlah sistem yang terisolasi, melainkan sebuah 

ekosistem yang mampu bersinergi dengan berbagai elemen 

perekonomian untuk mencapai tujuan nasional. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berharga 

bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi ekonomi, pembuat 

kebijakan, dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian 

terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Semoga buku ini dapat 

memicu diskusi yang lebih mendalam, mendorong inovasi, serta 

menginspirasi langkah-langkah konkret dalam mewujudkan cita-cita 

ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama kemajuan bangsa. 
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Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari 

pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa 

mendatang. Terima kasih atas perhatian dan dukungan pembaca 

sekalian. 
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Hakikat dan Landasan Ekonomi Kerakyatan 

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi yang 

menempatkan rakyat sebagai subjek dan tujuan utama pembangunan 

ekonomi. Ini berarti kegiatan ekonomi didasarkan pada partisipasi 

aktif seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan menciptakan 

kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Sistem ini sering 

disebut juga sebagai ekonomi Pancasila di Indonesia, karena prinsip- 

prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 

1. Konsep Inti Ekonomi Kerakyatan 

Konsep inti ekonomi kerakyatan berakar pada beberapa prinsip 

fundamental, yang membedakannya dari sistem ekonomi lain 

seperti kapitalisme. 

a. Kedaulatan Rakyat 

Dalam ekonomi kerakyatan, keputusan ekonomi yang penting 

diambil berdasarkan kepentingan rakyat banyak, bukan hanya 

segelintir kelompok atau pemilik modal besar. Rakyat memiliki 

kendali atas kegiatan ekonomi mereka, dan pemerintah 

bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kondusif 

bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha rakyat. 

b. Berbasis Sumber Daya Lokal dan Kemandirian 

Ekonomi kerakyatan mendorong pengelolaan sumber daya 

ekonomi yang mampu diusahakan dan dikuasai secara swadaya 

oleh rakyat. Ini termasuk pemanfaatan sumber daya lokal untuk 

mencukupi kebutuhan dasar keluarga dan masyarakat sekitar. 

Tujuannya adalah memperkuat kemandirian ekonomi bangsa 

dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing atau produk 

impor. 

c. Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong 

Sistem ekonomi ini dibangun di atas asas kekeluargaan dan 

semangat gotong royong. Kerja sama dan kolaborasi antar 

pelaku ekonomi rakyat sangat ditekankan, misalnya melalui 

koperasi, yang menjadi wadah untuk menghimpun para pelaku 

ekonomi rakyat dan meningkatkan posisi tawar mereka. 

d. Pemerataan dan Keadilan Sosial 

Salah satu tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah meratanya 
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partisipasi kolektif dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil serta 

menengah. Sistem ini berusaha menghindari eksploitasi ekonomi 

oleh kelompok modal besar dengan menekankan asas 

kekeluargaan dan gotong royong dalam pengelolaan ekonomi. 

 
2. Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kapitalis 

Ekonomi yang berprinsip sosialisme mengedepankan peran negara 

sebagai pengendali utama sumber daya ekonomi. Tujuan dari 

prinsip ini adalah menciptakan keadilan sosial melalui distribusi 

yang terpusat. Meskipun memiliki kesamaan dengan ekonomi 

kerakyatan dalam hal keadilan ekonomi, ekonomi sosialisme 

sering mengorbankan kebebasan individu dalam berusaha. Di sisi 

lain, ekonomi kerakyatan berbeda dengan sosialisme dalam 

kebebasan masing-masing individu. Ekonomi kerakyatan 

mengakui peran pasar dan inisiatif individu. Persaingan yang sehat 

dapat terus berjalan tanpa tekanan yang terlalu memaksa. 

Penetapan kebijakan pada ekonomi kerakyatan sangat 

mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak (Nurhayati dkk., 

2025). 
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Pendahuluan 
Pemikiran ekonomi kerakyatan adalah suatu bentuk pandangan 

ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama kegiatan 

ekonomi dengan menekankan pada prinsip keadilan sosial, 

kebersamaan, dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat 

bawah. Paradigma ini lahir dari kesadaran historis bangsa Indonesia 

atas pengalaman penjajahan ekonomi oleh kolonialisme, serta sebagai 

respons terhadap ketimpangan struktural yang muncul dalam sistem 

ekonomi kapitalisme (Nurhayati et al., 2025). 

Memahami sejarah pemikiran ekonomi kerakyatan, sangat 

penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, baik saat ini maupun 

di masa depan. Pemahaman tersebut menjadi modal utama untuk 

merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan (Nurhayati et al., 2025). 

Dalam konteks Indonesia, ekonomi kerakyatan mendapat fondasi 

konstitusional yang kuat melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

1945. Ayat (1) berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan," yang menegaskan bahwa 

sistem ekonomi Indonesia tidak menganut liberalisme pasar bebas, 

tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan 

kesejahteraan bersama (Firmansyah, 2012). 

 

Konsep Dasar dan Akar Pemikiran Ekonomi Kerakyatan 
Konsep Ekonomi kerakyatan lahir dari kesadaran bahwa sistem 

ekonomi yang terlalu liberal sering kali menciptakan ketimpangan 

sosial dan dominasi segelintir elite atas sumber daya ekonomi. Akar 

pemikiran ekonomi kerakyatan bisa dilacak sejak masa sebelum 

kemerdekaan, ketika tokoh-tokoh nasionalis mulai menggagas 

bentuk-bentuk ekonomi yang memihak kepada rakyat (Tjakrawerdaja 

et al., 2017). 

1. Akar Budaya dan Tradisi Lokal 

Dalam masyarakat adat, prinsip keadilan sosial, gotong royong, dan 

musyawarah telah menjadi landasan dalam pengelolaan sumber 

daya ekonomi. Tradisi lumbung desa, arisan, koperasi simpan 

pinjam adat, dan sistem bagi hasil dalam pertanian mencerminkan 

semangat kemandirian ekonomi masyarakat lokal (Duana et al., 

2023). 
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Kesimpulan 

Pemikiran ekonomi kerakyatan di Indonesia dimulai dari masa 

pergerakan nasional, era kemerdekaan, Orde Baru, hingga masa 

Reformasi. Pada masa awal, gagasan ini muncul sebagai reaksi atas 

ketimpangan dan penindasan ekonomi kolonial, lalu diperkuat oleh 

tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta yang menekankan koperasi 

dan demokrasi. Setiap kali terjadi krisis atau ketimpangan, pemikiran 

ini selalu kembali diangkat sebagai alternatif untuk mewujudkan 

keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat banyak. 

Memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan bukan sekadar pilihan, 

melainkan kebutuhan fundamental untuk Indonesia yang adil, 

makmur, dan berkelanjutan. Dengan terus menanamkan nilai gotong 

royong, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat kecil, ekonomi 

kerakyatan akan tetap menjadi jalan menuju kesejahteraan yang 

inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Pendahuluan 
Konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia saat 

bab ini ditulis (yaitu tahun 2025) adalah Undang-undang Dasar 1945 

(UUD 1945). Konstitusi Indonesia yang berlaku sudah mengalami 

beberapa perubahan, yaitu: 

1. UUD 1945 yang berlaku periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 

27 Desember 1949, 

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang berlaku 27 

Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, 

3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, berlaku 17 

Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, 

4. UUD 1945 yang berlaku kembali mulai 5 Juli 1959 sampai dengan 

sekarang. 

UUD 1945 yang berlaku kembali setelah Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 tersebut sampai saat ini (2025) telah mengalami empat kali 

perubahan (amandemen), yaitu diubah dalam Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. 

Bab dan pasal yang diamandemen beraneka ragam. Khusus yang 

berkaitan dengan topik bab ini, yaitu ekonomi kerakyatan, bab yang 

terkait yaitu Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan 

Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan 

Pasal 34. Pasal 33 sebelum amandemen terdiri dari tiga ayat, yang 

kemudian pada perubahan (amandemen) keempat tahun 2002 

ditambahkan dua ayat, sehingga menjadi lima ayat. Kutipan lengkap 

dari ayat-ayat pada Pasal 33 tersebut adalah sebagai berikut: 
“Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan. 
Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 
besar kemakmuran rakyat. 
Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. 
Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 
diatur dalam undang-undang.” 
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Gambar 3.1: Wapres Bung Hatta Mengunjungi Koperasi Rotan di 

Cirebon, Tembaga di Majalengka dan Batik di Pekalongan 

(1956) 

Sumber: ANRI (2005, 2006) 
 

 
Menurut Hatta (2018) koperasi didambakan sebagai soko guru 

ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 karena mengingat 

pengalaman sejarah bangsa Indonesia ketika penjajahan Belanda 

dimana perekonomian dibagi dalam tiga tingkat. Tingkat usaha besar 

dalam produksi, perkebunan, industri, transportasi dan keuangan 

dikuasai oleh kelompok Belanda/Eropa. Kelompok menengah 

dikuasai oleh Tionghoa dan golongan Asia lainnya, sedangkan 

produksi skala kecil dan pegawai kecil diisi oleh pribumi dengan 

jumlah orang yang sangat banyak. Kelompok produksi yang kecil itu 

bisa saling menolong (self-help) berdasarkan persaudaraan dengan 

membentuk koperasi sebagai usaha bersama. Koperasi tersebut 

dipergunakan sebagai alat untuk naik kelas dari usaha kecil, kemudian 

berangsur-angsur menjadi usaha menengah, dan usaha besar, 

sebagaimana dilihat oleh para pendiri bangsa di negara-negara Eropa 

pada waktu itu. 

Masih menurut Hatta (2018), koperasi awalnya berperan di 

usaha kecil. Negara atau pemerintah berperan menyediakan barang 

publik yang membutuhkan dana besar, sedangkan swasta nasional 

masih mempunyai cukup ruang bergerak di antara keduanya. Jika 

swasta nasional tidak mampu, maka bisa mengundang perusahaan 

asing, tetapi dengan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 
 

 
Akhmad Solikin 



41 

Ekonomi Kerakyatan Dalam Konstitusi 

 
Daftar Pustaka 

ANRI. (2005). Citra Jawa Tengah Dalam Arsip. Jakarta: Arsip Nasional 

Republik Indonesia. 

ANRI. (2006). Citra Jawa Barat Dalam Arsip. Jakarta: Arsip Nasional 

Republik Indonesia. 

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, E. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., 

…, & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned enterprises, 

and employment: Evidence from Indonesia. Journal of Rural 

Studies, 79, 382-394. 

Benecke, D. W. (2008). Social and ecological market economy- A 

general overview. Dalam Küsel dkk. The Social and Ecological 

Market Economy- A Model for Asian Development? Eschborn: GTZ. 

Hatta, M. (2018). Cita-cita koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam 

Karya Lengkap Bung Hatta Buku 6: Gerakan Koperasi dan 

Perekonomian Rakyat. Depok: LP3ES. 

Hoesein, Z. A. (2016). Peran negara dalam pengembangan system 

ekonomi kerakyatan menurut UUD 1945. Jurnal Hukum Ius Quia 

Iustum, 3(23), 503-528. 

Kumaratih, C. & Sartono, T. (2020). Cooperative law policy: Historical 

study of cooperative settings in Indonesia. Jurnal Hukum Prasada, 

7(1), 34-44. 

Lemhannas. (2020). Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai 

Kebangsaan yang Bersumber dari UUD 1945. Jakarta: Lembaga 

Ketahanan Nasional. 

Rachbini, D, J. (2004). Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan. Jakarta: Granit. 

Salsabil, H. H., Munazih, M. & Kunarti, S. (2025). Tinjauan hukum 

administrasi negara terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah 

Putih melalui Instruksi Presiden. Jurnal USM Law Review, 8(2), 901- 

922. 

Saputra, D., Putra, D. A., Putri, I. S., Septaria, E. & Adepio, M. I. (2025). 

Analisis yuridis peristiwa pagar laut ditinjau dari hukum nasional 
 
 

 
Akhmad Solikin 



42 

Ekonomi Kerakyatan Dalam Konstitusi 

 

 
dan hukum internasional. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan 

Kewarganegaraan, 1(3), 285-191. 

Solikin, A., Badriatin, T., San Marino, W., Defitri, S. Y., Sitepu, H. V., …, 

Sari, N. P. (2024). Keuangan Publik. Bandung: Widina Media Utama. 

Sultani, Z. I. M. & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan dan 

pelaksanaan pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia abad 

19-20. Jurnal Artefak, 7(2), 91-106. 

Utomo, R. G. P. & Heliaantoro, H. (2024). Implementation of Article 33 

Paragraph 2 and 3 of the 1945 Constitution in granting concessions 

for natural resource management to foreign companies from 

international private law perspective: A case study of PT XYZ. 

Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 2(2), 

26-39. 

Wardana, A. F. G. (2021). Analisis kesesuaian pengaturan Badan 

Usaha Milik Desa dengan nilai-nilai Pancasila. Jurnal Al-Wasath, 

2(2), 63-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akhmad Solikin 



43 

Ekonomi Kerakyatan Dalam Konstitusi 

 

PROFIL PENULIS 
 

 

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D., C.A. 

Akhmad Solikin aka Akhsol adalah dosen 

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN 

STAN), BPPK, Kementerian Keuangan. 

Alumni D3 STAN, S1 PE FEUI, S2 Hiroshima 

University dan S3 Ruhr-University Bochum, 

Jerman. Pengalaman bekerja di Kementerian 

Keuangan sebagai staf dan pejabat struktural 

di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

(BPPK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan PKN STAN. Sebagai dosen 

di PKN STAN, mengajar matakuliah Keuangan Publik, Perekonomian 

Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro, Ekonomi Mikro 

dan Pengambilan Keputusan, Ekonomi Makro, Sistem dan Kebijakan 

Sektor Keuangan, Manajemen, Manajemen Keuangan, dan Etika dan 

Antikorupsi. Minat penelitian meliputi ekonomi/keuangan publik, 

ekonomi pembangunan, serta governance. Selain itu, minat 

pengabdian masyarakat antara lain tentang pendampingan Usaha 

Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

 
Email Penulis: akhsol@pknstan.ac.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akhmad Solikin 

mailto:akhsol@pknstan.ac.id


Ekonomi Kerakyatan Dalam Konstitusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akhmad Solikin 44 

 

 
BAB 4 

PERBANDINGAN 
EKONOMI KERAKYATAN 
DENGAN KAPITALISME 

 DAN SOSIALISME  
 
 
 

 
Nida Nurlivi Fauziyah, S.Si., M.Han. 

Universitas Insan Cita Indonesia 



45 

Perbandingan Ekonomi Kerakyatan dengan 
Kapitalisme dan Sosialisme 

 
Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan, Kapitalisme, dan 

Sosialisme 

Berdasarkan sumber-sumber yang diberikan, berikut adalah 

penjelasan mengenai prinsip dasar sistem ekonomi Kerakyatan, 

Kapitalisme, dan Sosialisme, serta perbedaan mendasar diantara 

ketiganya: 

1. Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan 

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang dibangun 

berdasarkan kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi ini berupaya 

memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi agar perekonomian dapat berjalan dan berkembang 

dengan baik. Tujuan utama Ekonomi Kerakyatan adalah 

kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip dasarnya meliputi: 

a. Berasaskan kekeluargaan 

b. Berkedaulatan rakyat 

c. Menunjukkan pemihakan yang sungguh-sungguh pada ekonomi 

rakyat 

d. Merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh 

rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumber 

daya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasai, sering 

disebut sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

e. Kegiatan ekonomi ini terutama ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan keluarga tanpa mengorbankan 

kepentingan masyarakat lainnya 

f. Sistem ini sangat berkaitan erat dengan Koperasi, yang memiliki 

tujuan yang sama dengan ekonomi kerakyatan, yaitu 

memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan asas gotong 

royong dan kekeluargaan, serta menjadi wadah perekonomian 

rakyat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesejahteraan 

g. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung dan 

mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan 

kebutuhan rakyat 

Penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ekonomi Kerakyatan 

diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan 

keadilan ekonomi. 
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terhadap dominasi kapitalisme global yang cenderung 

menciptakan ketidakadilan sosial. 

Secara ringkas, globalisasi memperkuat jangkauan dan 

dampak kapitalisme, menciptakan peluang pertumbuhan namun 

juga memperdalam ketimpangan. Sementara itu, sosialisme 

tradisional dan ekonomi kerakyatan menghadapi tekanan untuk 

beradaptasi, dengan kelangsungan hidup mereka sangat 

bergantung pada kemampuan internal untuk mempertahankan 

nilai-nilai inti dan efektivitas kebijakan dukungan dalam negeri 

untuk melindungi dan memberdayakan mereka dalam lingkungan 

global yang kompetitif. 
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pendidikan, pengalaman praktis, serta pencapaian akademik 

internasional menjadikan beliau sebagai tenaga pengajar sekaligus 

praktisi yang berkompeten dalam menjembatani teori dan praktik 

dalam dunia bisnis digital masa kini. 
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Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan 

memiliki struktur sosial yang berlandaskan nilai-nilai kolektivisme, 

seperti gotong royong dan musyawarah, memiliki landasan 

sosiokultural yang kuat untuk mengembangkan sistem ekonomi 

kerakyatan. Salah satu wujud nyata dari sistem tersebut adalah 

koperasi, yang oleh para pendiri bangsa telah digagas sebagai pilar 

utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi 

bagi seluruh rakyat. 

Dalam Pembukaan UUD 1945, cita-cita untuk membangun 

“kesejahteraan umum” menjadi dasar utama kebijakan ekonomi 

nasional. Lebih lanjut, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa 

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan.” Kalimat ini menjadi landasan filosofis bagi koperasi 

sebagai sistem ekonomi alternatif yang menolak praktik ekonomi 

liberal yang eksploitatif dan menolak pula dominasi negara yang 

terlalu kuat dalam sistem ekonomi sentralistik (Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). 

Koperasi tidak hanya dilihat sebagai lembaga ekonomi, tetapi 

juga sebagai gerakan sosial yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi 

ekonomi. Bung Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menyebut 

koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme yang individualistik 

dan komunisme yang kolektivistik secara paksa. Dalam 

pandangannya, koperasi mampu menciptakan keadilan ekonomi 

melalui partisipasi aktif anggota, distribusi keuntungan yang merata, 

dan pengambilan keputusan secara demokratis. 

Dengan prinsip-prinsip dasar seperti keanggotaan sukarela dan 

terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, serta 

otonomi dan kemandirian, koperasi menjadi entitas unik dalam sistem 

ekonomi modern yang cenderung kompetitif dan individualistik. 

Konsep sokoguru ekonomi kerakyatan mengandung makna 

bahwa koperasi tidak hanya pelengkap, tetapi fondasi utama dalam 

sistem ekonomi nasional. Di tengah ketimpangan distribusi kekayaan, 

maraknya kapitalisasi sektor-sektor strategis oleh segelintir elite, 

serta kerentanan ekonomi masyarakat kecil, koperasi hadir sebagai 

solusi struktural. 
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Zamroni, RI and Organization, (2012) menekankan bahwa 

koperasi yang kuat adalah koperasi yang didukung oleh anggota 

yang sadar dan aktif secara ekonomi dan organisasi. 

b. Membangun Solidaritas dan Kepercayaan Sosial 

Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga 

organisasi sosial. Nilai solidaritas, gotong royong, dan saling 

percaya menjadi pilar yang harus dijaga oleh masyarakat agar 

koperasi tetap berakar kuat. 

c. Mendorong Inovasi Berbasis Kebutuhan Lokal 

Masyarakat bisa berperan dalam mendorong inovasi koperasi 

yang berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah. Misalnya: 

• Koperasi petani berbasis pertanian organik lokal, 

• Koperasi wisata berbasis desa dan kearifan lokal, 

• Koperasi pekerja untuk sektor informal. 

 
3. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat 

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan 

utama untuk mengakselerasi reformasi koperasi. Beberapa bentuk 

sinergi yang dapat dilakukan: 

• Pembentukan koperasi modern hasil kerja sama desa dan 

pemerintah daerah, 

• Program pengembangan koperasi di sektor strategis (pangan, 

energi, digital), 

• Skema matching fund antara pemerintah dan komunitas 

koperasi. 

 

Simpulan 

Penempatan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional bukanlah 

sekadar retorika, melainkan panggilan konstitusional dan historis 

dalam membangun sistem ekonomi Indonesia yang adil, demokratis, 

dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara 

pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat dalam memperkuat 

institusi koperasi melalui regulasi, pendidikan, pendanaan, dan 

digitalisasi. 

Predikat “sokoguru” harus dimaknai sebagai tanggung jawab 

besar untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak utama dalam 
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membangun ekonomi yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, 

solidaritas sosial, dan kemandirian ekonomi rakyat. 

Koperasi, sebagai badan usaha yang berakar pada nilai-nilai 

gotong royong, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial, telah lama 

digadang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun dalam 

praktiknya, koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai 

hambatan struktural dan kultural yang menghalanginya untuk 

berkembang optimal. 

Revitalisasi dan transformasi koperasi adalah kebutuhan 

mendesak agar koperasi tetap relevan dan mampu bersaing di tengah 

ekonomi global dan era digital. Strategi yang harus diambil mencakup 

reformasi regulasi, digitalisasi operasional, penguatan SDM, 

modernisasi model bisnis, serta peningkatan kepercayaan publik. Bila 

dijalankan dengan konsisten dan kolaboratif, koperasi dapat kembali 

menjadi institusi ekonomi yang tangguh, adil, dan inklusif. 

Berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa kontribusi 

koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih 

relatif rendah. Koperasi juga kerap dianggap sebagai lembaga 

ekonomi kelas dua, yang hanya berperan di sektor informal atau usaha 

kecil menengah. Padahal, di banyak negara maju seperti Finlandia, 

Kanada, Jepang, dan Jerman, koperasi menjadi pilar utama ekonomi 

rakyat dan memainkan peran strategis dalam stabilisasi harga, 

distribusi keadilan ekonomi, hingga inovasi sosial. 

Peran pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat koperasi 

sangat krusial dan saling melengkapi. Pemerintah perlu hadir melalui 

kebijakan yang inklusif, insentif, dan fasilitasi yang mendorong 

koperasi tumbuh secara sehat. Sementara masyarakat memegang 

peran utama dalam menjaga semangat koperasi sebagai gerakan 

ekonomi rakyat. Tanpa sinergi antara keduanya, koperasi akan sulit 

berkembang secara berkelanjutan dan modern di tengah tantangan 

global. 
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Peran Strategis UMKM dalam Ekonomi Kerakyatan 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan 

penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat nasional. 

Isu ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena sudah sering 

menjadi bagian dari pembahasan publik. Pengembangan UMKM di 

Indonesia sejatinya merupakan tanggung jawab bersama, baik dari 

pihak pemerintah maupun masyarakat sebagai warga negara. Dengan 

mendorong peran UMKM secara maksimal, diharapkan dapat 

membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia (Herdinata 

& Pranatasari, 2019). 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan sekadar roda 

penggerak ekonomi, melainkan juga wajah nyata dari semangat 

ekonomi rakyat. Di balik setiap usaha kecil, ada harapan besar jutaan 

pekerja dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang hidup di 

desa terpencil atau tergolong kelompok rentan, menggantungkan 

masa depan pada sektor ini. UMKM hadir di tengah masyarakat, 

tumbuh bersama mereka, dan memahami denyut kehidupan sehari- 

hari. 

UMKM memegang peran penting dalam menciptakan 

kesempatan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat. 

Karena tersebar di berbagai sektor dan wilayah, dari kota besar hingga 

pelosok desa, UMKM membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk 

terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Tak harus menjadi bagian 

dari perusahaan besar warga biasa pun bisa ikut berusaha, 

menghasilkan, dan menikmati hasil jerih payahnya. Dari sinilah 

tumbuh kekuatan ekonomi yang lebih adil: daya beli masyarakat 

meningkat, jurang kesenjangan perlahan menyempit, dan rasa 

kebersamaan dalam pembangunan ekonomi semakin kuat. Inilah 

wajah ekonomi rakyat yang sesungguhnya inklusif, memberdayakan, 

dan penuh harapan. 

Banyak dari UMKM tumbuh dari akar keluarga, koperasi, atau 

inisiatif kelompok warga yang punya tujuan bersama: meningkatkan 

kesejahteraan bersama. Lewat UMKM, orang-orang berkumpul, 

berbagi pengetahuan, saling menguatkan, dan membentuk jaringan 

ekonomi yang saling menguntungkan. Semangat gotong royong inilah 

yang menjadi inti dari ekonomi kerakyatan. Tak hanya menciptakan 
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Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung sangat 

penting untuk memperkuat ekosistem digital dan pemasaran daring 

bagi UMKM. Contohnya, sentra industri kecil tidak hanya berfungsi 

sebagai tempat produksi, tetapi juga bisa jadi pusat pelatihan digital 

bagi pelaku usaha untuk belajar e-commerce, manajemen media sosial, 

dan pembuatan konten produk. Selain itu, pameran UMKM yang 

didukung pemerintah kini banyak yang terintegrasi dengan platform 

digital, sehingga UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas secara 

daring. Dengan begitu, UMKM dapat memperluas jaringan, 

mengenalkan produk ke audiens yang lebih besar, mengumpulkan 

data konsumen, dan tetap berjualan meski pameran telah usai. Sinergi 

antara dukungan fisik dan digital ini merupakan langkah strategis 

untuk membantu UMKM berkembang berkelanjutan di era digital. 

Agar dukungan terhadap UMKM benar-benar efektif, dibutuhkan 

kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, 

akademisi, sektor swasta, BUMN, hingga pemerintah daerah dan 

pusat. Pemerintah memegang peran penting sebagai penghubung dan 

pengatur, memastikan setiap pihak memberikan kontribusi yang 

saling melengkapi dan tidak saling tumpang tindih. Melalui kolaborasi 

ini, UMKM bisa mendapatkan bantuan yang lebih menyeluruh mulai 

dari pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, hingga perluasan 

pasar. Sinergi multipihak ini menciptakan lingkungan yang lebih 

kondusif bagi UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan lebih siap 

menghadapi tantangan di era persaingan yang semakin terbuka. 

Selain kerja sama, penyelarasan kebijakan atau harmonisasi 

regulasi juga menjadi hal penting dalam mendukung UMKM. 

Terkadang, peraturan yang tumpang tindih antar kementerian, atau 

antara pemerintah pusat dan daerah, justru menyulitkan pelaku 

UMKM dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah 

perlu membangun kerangka kebijakan yang menyatu, jelas, dan 

berjangka panjang, agar pengembangan UMKM dapat berjalan lebih 

lancar. Harmonisasi ini penting untuk memangkas birokrasi yang 

berbelit, menciptakan iklim usaha yang stabil dan dapat diprediksi, 

serta memastikan semua program dan inisiatif dukungan benar-benar 

saling mendukung dalam membangun UMKM sebagai tulang 

punggung ekonomi rakyat. 
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Potret Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan 

Pertanian rakyat merupakan fondasi utama yang menopang sistem 

pangan nasional. Lebih dari 80% produksi bahan pangan di Indonesia 

berasal dari jutaan petani kecil yang menggarap lahan sempit, namun 

tetap menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan komunitasnya (A. 

Irawan, 2025). Identitas pertanian rakyat tidak hanya terletak pada 

skala usahanya yang kecil, melainkan pada nilai sosial, semangat 

gotong royong, dan kedekatan dengan alam yang menjadi ciri khas 

pola hidup petani di pedesaan. 

 
Tabel 7.1: Luas Kepemilikan Lahan Petani Kecil Menurut 

Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Sensus Pertanian 2023 (BPS), data diolah 

Kedaulatan pangan menjadi cita-cita besar bangsa yang hanya 

bisa diwujudkan melalui keberdayaan petani rakyat. Hak untuk 

memproduksi, mengakses, dan menentukan sistem pangan lokal tidak 

dapat dicapai tanpa memperkuat posisi petani kecil sebagai aktor 

utama dalam rantai pasok pangan. Ketika negara bergantung pada 

impor dan pasar global untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka 
 

 
Norbertus Citra Irawan 

Kota/Kabupaten Jumlah Petani Kecil 
(RTUP Gurem, < 0,5 ha) 

Persentase 
terhadap Total 

Petani 

Boyolali Diperkirakan >133.714 
rumah tangga 

Sekitar 86% 

Sukoharjo Diperkirakan >46.777 
rumah tangga 

Sekitar 84% 

Wonogiri Diperkirakan >151.264 
rumah tangga 

Sekitar 77% 

Karanganyar Diperkirakan >115.225 
rumah tangga 

Sekitar 70% 

Sragen Diperkirakan >114.664 
rumah tangga 

Sekitar 84% 

Klaten Diperkirakan >107.426 
rumah tangga 

Sekitar 70% 

Kota Surakarta Diperkirakan >846 rumah 
tangga 

Sekitar 95% 
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Kedaulatan pangan tidak akan terwujud selama kebijakan 

nasional masih berpihak pada stabilisasi instan melalui impor jangka 

pendek. Negara perlu membangun infrastruktur produksi dari hulu ke 

hilir, memperkuat peran koperasi, serta menciptakan sistem 

distribusi yang menjamin keterjangkauan harga tanpa merugikan 

produsen lokal. Ketika pangan diperlakukan sebagai komoditas 

strategis dan hak rakyat, maka kemandirian pangan menjadi visi yang 

bisa dicapai, bukan sekedar slogan. 
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Ekonomi Kreatif 
Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep yang semakin berkembang 

dalam masyarakat modern dan memiliki berbagai definisi menurut 

para ahli. Menurut Kusumawardani et al. (Kusumawardani et al., 

2023), ekonomi kreatif merujuk pada penggunaan daya cipta, 

pengetahuan, dan keterampilan untuk menghasilkan produk dan 

layanan yang bernilai. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama 

bukan lagi sekadar bahan baku fisik atau tenaga kerja manual, 

melainkan ide-ide orisinal, kemampuan berimajinasi, dan 

keterampilan intelektual yang dimiliki oleh individu maupun 

kelompok masyarakat. Pergeseran ini mencerminkan perubahan 

paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi 

berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). 

Jika dibandingkan dengan ekonomi tradisional, ekonomi kreatif 

memiliki beberapa perbedaan fundamental. Dalam ekonomi 

tradisional, nilai ekonomi dihasilkan melalui eksploitasi sumber daya 

alam atau tenaga kerja fisik dalam skala produksi massal. Sebaliknya, 

ekonomi kreatif mengandalkan sumber daya intelektual sebagai aset 

utama, dimana produk dan jasa dihasilkan memiliki keunikan dan 

inovasi yang sulit untuk direplikasi secara massal. Dalam konteks ini, 

ekonomi kreatif jauh lebih tinggi dalam nilai tambah karena 

mengedepankan inovasi dan kreativitas, menciptakan produk dan 

layanan baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Sa’adah & 

Oktavia, 2022). 

Ruang lingkup ekonomi kreatif pun sangat luas dan mencakup 

berbagai sektor industri. Beberapa sektor kerap disebut diberbagai 

klasifikasi antara lain: seni pertunjukan (musik, teater, tari), film, 

desain (grafis, produk, interior), arsitektur, fashion, kuliner, kerajinan 

tangan, penerbitan, pengembangan perangkat lunak dan aplikasi 

digital, permainan interaktif (game), periklanan, fotografi, hingga 

televisi dan radio. Sektor ini mencerminkan kekayaan keragaman 

aktivitas ekonomi yang tumbuh dari kreativitas masyarakat. 

 

Peran Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi 

Nasional 
Ekonomi kreatif memainkan peran penting dalam pembangunan 

ekonomi  nasional  dan  global  dengan  memberikan  kontribusi 
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Untuk memastikan keberhasilan roadmap ini, diperlukan 

sistem indikator pengukuran kinerja yang komprehensif, seperti 

Indeks Ekonomi Kreatif Daerah, tingkat pertumbuhan wirausaha 

kreatif baru, indeks kesejahteraan komunitas kreatif, hingga 

capaian kontribusi sektor kreatif terhadap PDB daerah. 

Implementasi roadmap penguatan ekonomi kreatif berbasis 

potensi lokal harus bersifat adaptif dan fleksibel mengikuti 

dinamika sosial, budaya, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. 

Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif benar-benar 

dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan 

ekonomi daerah sekaligus memajukan budaya bangsa. 

 

Kesimpulan 

Ekonomi kreatif telah muncul sebagai pilar baru dalam pembangunan 

ekonomi global, nasional, maupun lokal. Di tengah keterbatasan 

sumber daya alam, ketidakpastian global, dan perubahan pola 

konsumsi masyarakat, ekonomi kreatif menawarkan model 

pembangunan yang berbasis pada kekuatan intelektual, inovasi, dan 

identitas budaya. Dalam konteks Indonesia negara yang sangat kaya 

akan keragaman budaya, kearifan lokal, dan warisan tradisi ekonomi 

kreatif berbasis potensi lokal menjadi strategi yang sangat relevan, 

sekaligus strategis untuk memperkuat daya saing bangsa. 

Pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa ekonomi 

kreatif bukan sekadar aktivitas bisnis biasa, melainkan sebuah 

ekosistem yang melibatkan banyak dimensi. Mulai dari penguatan 

sumber daya manusia kreatif, pengembangan infrastruktur teknologi, 

dukungan regulasi dan pembiayaan, hingga sinergi multipihak antara 

pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Semua elemen ini 

harus berjalan secara terintegrasi agar tercipta lingkungan yang 

kondusif bagi lahirnya inovasi, tumbuhnya wirausaha kreatif, dan 

terjaganya nilai-nilai budaya lokal. 

Penting untuk dipahami bahwa pengembangan ekonomi kreatif 

berbasis potensi lokal tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan 

produk-produk kreatif semata, melainkan juga sebagai sarana 

pelestarian budaya, pemberdayaan komunitas, serta pembangunan 

ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Dengan  mengangkat 
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kearifan lokal ke dalam produk kreatif modern, masyarakat tidak 

sekadar menciptakan komoditas ekonomi, tetapi juga memperkuat 

identitas kultural yang memperkaya keberagaman dunia. 

Berbagai tantangan yang diidentifikasi dalam pengembangan 

potensi lokal mulai dari keterbatasan kapasitas SDM, akses 

permodalan, adopsi teknologi, hingga ancaman komersialisasi budaya 

menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif memerlukan 

pendekatan yang holistik. Oleh karena itu, intervensi kebijakan publik, 

inovasi model bisnis, penguatan jejaring pasar digital, serta 

pengembangan model pengelolaan berbasis komunitas menjadi kunci 

keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif di tingkat lokal. 

Melalui roadmap pengembangan jangka pendek, menengah, dan 

panjang, arah penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal 

menjadi lebih terukur dan sistematis. Dengan evaluasi yang 

berkelanjutan, pengembangan ini tidak hanya akan memperluas 

kontribusi sektor kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sosial, lingkungan, 

dan budaya. 
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yang tidak tersentuh layanan keuangan konvensional. Di sisi lain, 

transformasi ini juga menciptakan tantangan baru, termasuk eksklusi 

digital, ketimpangan akses internet, serta risiko penyalahgunaan data 

pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa upaya 

memperluas akses permodalan dan keuangan tidak hanya bersifat 

kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, keberlanjutan, 

dan perlindungan bagi pengguna layanan. 

Bab ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif hubungan 

antara akses permodalan dan keuangan inklusif, dengan menelaah 

konsep dasar, kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, serta strategi 

dan kebijakan yang dapat diterapkan. Dengan memahami dinamika 

ini, diharapkan bab ini dapat memberikan kontribusi akademik dan 

praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan 

kebijakan dan strategi keuangan yang inklusif, adil, dan berdampak 

luas bagi pembangunan ekonomi nasional. 

 

Konsep Akses Permodalan 

Permodalan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 

esensial dalam kegiatan ekonomi, baik dalam skala mikro maupun 

makro (Hukom & Ompusunggu, 2023). Modal tidak hanya berfungsi 

sebagai alat untuk memulai usaha, tetapi juga sebagai sarana untuk 

mempertahankan keberlangsungan bisnis, melakukan ekspansi, serta 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam konteks 

pembangunan ekonomi, ketersediaan dan kemudahan dalam 

memperoleh modal menjadi indikator penting bagi keberhasilan 

suatu negara dalam menciptakan struktur ekonomi yang inklusif dan 

berdaya saing. 

Secara definisional, permodalan dapat dipahami sebagai segala 

bentuk sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk menunjang 

aktivitas ekonomi dan usaha (Hertadiani & Lestari, 2021). Modal 

dapat berupa modal finansial (uang tunai), modal fisik (peralatan dan 

fasilitas), maupun modal manusia (pengetahuan dan keterampilan). 

Namun, dalam konteks pembiayaan usaha dan pengembangan 

ekonomi masyarakat, permodalan lebih sering merujuk pada akses 

terhadap sumber dana yang memungkinkan pelaku usaha 

menjalankan dan mengembangkan usahanya. 
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kemiskinan dan ketimpangan. Data terkini menunjukkan bahwa 

meskipun terdapat peningkatan volume kredit kepada sektor UMKM, 

masih terdapat ketimpangan struktural, baik secara geografis, gender, 

maupun antar-segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai 

institusi keuangan baik konvensional maupun alternatif seperti 

fintech dan koperasi telah berkontribusi dalam mendorong inklusi 

keuangan, namun masih dibayangi oleh tantangan literasi, digitalisasi 

yang belum merata, serta eksklusi baru akibat ketimpangan teknologi. 

Salah satu temuan penting adalah bahwa lembaga keuangan 

formal masih belum sepenuhnya mampu menjangkau pelaku usaha 

kecil dan mikro yang berada di wilayah tertinggal atau tergolong 

unbanked. Di sisi lain, kehadiran lembaga keuangan mikro, koperasi, 

dan fintech menawarkan solusi alternatif, namun harus disertai tata 

kelola yang baik dan perlindungan konsumen yang kuat. Program- 

program pemerintah seperti KUR, UMi, dan LPDB-KUMKM menjadi 

pendorong utama perluasan akses permodalan, namun efektivitasnya 

sangat bergantung pada sistem pendampingan, digitalisasi prosedur, 

dan kesesuaian produk dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. 

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari analisis ini mencakup 

perlunya integrasi yang lebih erat antara sektor keuangan formal dan 

informal. Pemerintah bersama OJK dan BI perlu memperkuat regulasi 

yang mendukung karakteristik pelaku usaha mikro, seperti penerapan 

credit scoring berbasis data non-tradisional, digitalisasi koperasi, 

serta pendekatan pembiayaan berbasis komunitas. Literasi keuangan 

dan digital menjadi syarat mutlak agar masyarakat tidak hanya 

memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga mampu 

menggunakannya secara bijak dan produktif. Selain itu, desain produk 

pembiayaan harus lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi riil 

masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, 

penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan. 

Rekomendasi strategis ke depan mencakup penguatan ekosistem 

inklusi keuangan melalui kolaborasi multipihak: lembaga keuangan, 

kementerian teknis, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan 

komunitas lokal. Pengembangan sistem pelatihan terpadu tentang 

keuangan, digitalisasi UMKM, dan literasi perlindungan konsumen 

dapat menjadi investasi sosial jangka panjang. Selain itu, penting 
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untuk meningkatkan insentif bagi lembaga keuangan yang secara aktif 

melayani kelompok usaha mikro dan daerah tertinggal, misalnya 

melalui skema subsidi risiko, pengurangan pajak, atau kemitraan 

operasional dengan lembaga non-bank berbasis komunitas. 

Arah pengembangan ke depan untuk sistem permodalan dan 

keuangan inklusif di Indonesia harus diarahkan pada pembentukan 

infrastruktur keuangan yang adaptif, inklusif, dan terhubung secara 

digital. Penerapan teknologi seperti big data, blockchain, dan artificial 

intelligence harus dimanfaatkan secara etis untuk memperluas akses 

dan menilai kelayakan kredit secara lebih adil. Ekosistem ekonomi 

digital yang semakin berkembang dapat dijadikan wahana untuk 

memperluas pembiayaan berbasis transaksi, integrasi koperasi 

digital, dan skema pembiayaan alternatif seperti urun dana atau peer- 

to-peer lending berbasis komunitas. 

Dengan sinergi antara regulasi yang berpihak, inovasi teknologi 

yang inklusif, dan pemberdayaan masyarakat, sistem permodalan dan 

keuangan Indonesia ke depan dapat tumbuh menjadi lebih adil, 

merata, dan berkelanjutan. Agenda keuangan inklusif bukan sekadar 

soal menyediakan akses, tetapi juga membangun kemandirian 

ekonomi masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional yang 

berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, upaya memperluas inklusi 

keuangan harus terus menjadi prioritas lintas sektor dan lintas level 

pemerintahan. 
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Konsep Dasar Pajak Progresif 

1. Definisi Pajak Progresif 

Pajak progresif adalah sistem perpajakan di mana tarif pajak 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan atau 

kekayaan yang dikenakan pajak. Artinya, semakin tinggi 

pendapatan seseorang, semakin besar persentase pendapatan 

yang harus dibayarkan sebagai pajak. Sistem ini bertujuan untuk 

mencerminkan prinsip ability to pay, yaitu bahwa individu atau 

entitas dengan kemampuan ekonomi lebih besar seharusnya 

menanggung beban fiskal yang lebih besar pula. 

Sebagai contoh, dalam sistem pajak penghasilan progresif, 

pendapatan hingga Rp 50 juta per tahun mungkin dikenakan tarif 

5%, sementara pendapatan di atas Rp500 juta dapat dikenakan 

tarif hingga 30%. Hal ini menciptakan beban pajak yang meningkat 

secara proporsional terhadap kapasitas ekonomi wajib pajak. 

 
2. Perbandingan dengan Sistem Pajak Lain 

Untuk memahami keunikan pajak progresif, penting untuk 

membandingkannya dengan dua sistem alternatif lainnya: 

a. Pajak proporsional (flat tax) 

Semua wajib pajak dikenai tarif pajak yang sama, tanpa 

memperhatikan tingkat pendapatan. Misalnya, semua individu 

dikenai pajak 10% dari penghasilannya, baik mereka 

berpenghasilan rendah maupun tinggi. 

b. Pajak regresif 

Dalam sistem ini, persentase pajak yang dibayar menurun 

seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pajak konsumsi 

seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sering dianggap regresif 

karena mengambil proporsi yang lebih besar dari pendapatan 

orang miskin daripada orang kaya, mengingat kelompok miskin 

cenderung menghabiskan seluruh pendapatannya. 

 
3. Rasionalitas Ekonomi dan Moral Pajak Progresif 

Dari sudut pandang ekonomi dan etika, pajak progresif memiliki 

sejumlah pembenaran: 

a. Efisiensi Redistributif 
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Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 
1. Kesimpulan 

Pajak progresif memiliki posisi sentral dalam perdebatan 

mengenai keadilan distribusi. Sebagai instrumen fiskal, pajak 

progresif tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan 

negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengoreksi ketimpangan 

ekonomi yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Berdasarkan 

perspektif teori: 

a. John Rawls mendukung redistribusi yang menguntungkan 

kelompok paling lemah; 

b. Amartya Sen menekankan perlunya pajak untuk meningkatkan 

kemampuan dasar warga negara; 

c. Sementara Robert Nozick mengkritisi pajak progresif sebagai 

pelanggaran atas hak milik individu. 

Studi kasus di Indonesia dan negara-negara Skandinavia 

menunjukkan bahwa struktur tarif progresif saja tidak cukup. 

Efektivitas redistribusi sangat tergantung pada kualitas institusi 

perpajakan, tingkat kepatuhan, transparansi penggunaan pajak, 

dan kesadaran warga negara terhadap pentingnya kontribusi 

fiskal. 

Tantangan besar seperti penghindaran pajak, resistensi politik, 

dan ketimpangan kekayaan yang lebih ekstrem daripada 

pendapatan, menuntut kebijakan perpajakan yang lebih cermat, 

terukur, dan berkeadilan. 

 
2. Rekomendasi Kebijakan 

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperkuat peran pajak 

progresif dalam mewujudkan keadilan distribusi: 

a. Reformasi Administrasi Perpajakan 

● Digitalisasi sistem perpajakan secara menyeluruh (e-filing, e- 

audit). 

● Integrasi data antar-instansi untuk mempersempit ruang 

penghindaran pajak. 

● Penguatan kapasitas SDM Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Penegakan Hukum terhadap Penghindaran Pajak 

● Menutup celah hukum (loopholes) yang sering digunakan 

oleh kelompok kaya. 
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● Penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian pertukaran 

informasi pajak internasional. 

c. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Pajak 

● Memastikan dana dari pajak progresif dialokasikan untuk 

sektor yang memperkuat kapabilitas masyarakat 

(pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial). 

● Meningkatkan literasi fiskal masyarakat agar tercipta kontrol 

sosial terhadap kebijakan pajak. 

d. Evaluasi Ulang terhadap Pajak Kekayaan 

● Mempertimbangkan pengenaan pajak warisan, pajak 

properti progresif, atau pajak atas kekayaan bersih (net 

wealth tax), untuk menanggulangi ketimpangan kekayaan 

yang ekstrem. 

● Perlu kajian teknis mendalam agar pajak ini tidak 

menyebabkan pelarian aset (capital flight). 

e. Harmonisasi Pajak Nasional dan Daerah 

● Menghindari tumpang tindih pajak yang menurunkan 

efektivitas dan merusak persepsi keadilan. 

● Mendorong desain sistem pajak daerah yang progresif dan 

proporsional terhadap kapasitas fiskal lokal. 

 
Dengan pendekatan yang tepat, pajak progresif dapat menjadi 

fondasi dari sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga 

adil dan inklusif. Keadilan distribusi bukan sekadar ideal moral, 

melainkan prasyarat stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi 

jangka panjang. 

 
“Pajak adalah harga yang kita bayar untuk masyarakat 

yang beradab.” (Oliver Wendell Holmes Jr) 
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Pendahuluan 
Paradigma ekonomi global dari pertumbuhan ekonomi berbasis 

eksploitasi sumber daya alam, saat ini sedang bergeser menuju 

pembangunan berkelanjutan, telah melahirkan konsep baru dikenal 

ekonomi hijau (green economy). Di tengah krisis iklim, ketimpangan 

ekonomi, dan ancaman terhadap ketahanan energi, ekonomi hijau 

menawarkan jalan tengah mengedepankan keberlanjutan lingkungan, 

keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. 

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, ekonomi hijau memperkuat 

prinsip-prinsip kemandirian dan keadilan dengan memberdayakan 

masyarakat lokal melalui praktik ramah lingkungan. Energi 

terbarukan menjadi elemen kunci yang menopang transformasi ini. 

Dengan memanfaatkan sumber energi yang bersih dan terbarukan, 

Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan 

menciptakan peluang ekonomi baru di berbagai wilayah, terutama 

daerah tertinggal. 

 

Prinsip Dasar Ekonomi Hijau 
Ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko dampak 

negatif terhadap lingkungan dan terhadap kelangkaan sumber daya 

alam. Ekonomi Hijau meliputi 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut: 

1. Efisiensi Sumber Daya dan Energi 

Efisiensi berarti memanfaatkan sumber daya alam secara optimal 

tanpa pemborosan, baik berupa sumber daya air, energi, maupun 

bahan mentah lainnya. Dalam ekonomi hijau, efisiensi dapat 

dicapai dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, daur 

ulang, serta pola konsumsi yang hemat energi untuk memastikan 

keberlanjutan jangka panjang. 

2. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 

Emisi gas rumah kaca yang berasal dari industri, kendaraan, dan 

pembakaran bahan fosil, telah menjadi penyebab utama perubahan 

iklim. Prinsip ini menekankan pengurangan emisi melalui transisi 

ke energi terbarukan (misal energi matahari, angin, air dan 

biomassa), efisiensi energi, dan praktik ekonomi rendah karbon 

dalam melakukan proses produksi serta konsumsi. 
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biogas, dan mikrohidro. Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat 

berupa: 

a. Lebih dari 25.000 rumah tangga menikmati listrik 

b. Produktivitas pertanian dan perikanan meningkat 

c. Terbentuknya koperasi energi yang mengelola pembangkit 

bersama 

 
2. Koperasi Biogas di Klaten 

Peternak sapi di Klaten membentuk koperasi untuk memanfaatkan 

limbah ternak menjadi biogas. Biogas ini digunakan untuk 

memasak dan dijual ke warga sekitar. Dampak positif yang 

dirasakan masyarakat berupa: 

a. Pengurangan pengeluaran untuk pembelian bahan bakar LPG 

b. Lingkungan menjadi lebih bersih 

c. Memperoleh pendapatan tambahan bagi peternak 

 
3. Urban Farming Berbasis Ekonomi Hijau di Jakarta 

Komunitas warga di Jakarta mengembangkan pertanian vertikal 

dengan sistem hidroponik dan panel surya di atap rumah. Selain 

untuk konsumsi, hasil panen juga dijual ke pasar lokal, mendukung 

ekonomi sirkular perkotaan. 

 

Strategi Mendorong Ekonomi Hijau di Tingkat Nasional 
Pemerintah perlu menetapkan strategi untuk mendorong 

pelaksanaan ekonomi hijau di Tingkat nasional sebagai berikut: 

1. Integrasi dalam RPJMN dan RKP daerah, ekonomi hijau harus 

menjadi agenda prioritas pembangunan nasional dan daerah. 

2. Penguatan kelembagaan hijau, mendorong pembentukan badan- 

badan riset dan pembiayaan transisi energi. 

3. Skema pembiayaan inovatif, Green bonds dana bergulir untuk 

koperasi energi, atau skema berbagi hasil usaha melalui profit 

sharing. 

4. Inklusi pendidikan dan literasi hijau, kurikulum hijau sejak usia 

dini dan pelatihan vokasi berbasis green jobs, pekerjaan yang 

terkait dengan ekonomi hijau. 
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5. Pemanfaatan digitalisasi, penggunaan Internet of Things (IoT) 

untuk pengelolaan energi desa terbarukan, marketplace produk 

hijau, dan transparansi pengelolaan sumber daya. 

 

Jalan Menuju Keadilan Ekologis dan Kemandirian Energi 

Ekonomi hijau dan energi terbarukan bukan sekadar pilihan teknis, 

melainkan keharusan moral dan strategi pembangunan masa depan. 

Dalam kerangka ekonomi kerakyatan, transisi menuju ekonomi hijau 

memungkinkan terciptanya sistem ekonomi yang adil, mandiri, dan 

lestari. 

Ekonomi hijau dan energi terbarukan dilakukan dengan 

memberdayakan masyarakat, mendorong inovasi lokal, dan 

membangun sistem energi bersih, Indonesia dapat membuktikan 

bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak harus mengorbankan 

alam. Justru, harmoni antara manusia dan alam menjadi fondasi 

bangsa yang tangguh dan berdaulat. 
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Pendahuluan 

Istilah “pesantren” berasal dari kata “santri,” yang diawali dengan “pe” 

dan diakhiri dengan “an,” sehingga berubah menjadi “pesantrian.” 

Adaptasi linguistik ini terjadi dalam bahasa Jawa, yang memfasilitasi 

pengucapan “pesantrian” melalui istilah “pesantren,” awalnya 

digunakan untuk merujuk pada individu tetapi kemudian digunakan 

kembali untuk menunjukkan lokasi tertentu. Oleh karena itu, 

Pesantren dikonseptualisasikan sebagai institusi di mana individu 

berkumpul untuk terlibat dalam belajar pengetahuan Islam. 

Seringkali, istilah “pesantren” ditambah dengan penambahan 

“pondok,” yang membedakannya dari bentuk pondok lainnya. Oleh 

karena itu, nama pesantren menandakan tempat berkumpul bagi 

individu yang ingin mempelajari ajaran Islam. Hielmy (1999) 

menggambarkan berbagai pesantren berdasarkan karakteristik nya, 

termasuk pesantren salafi, model klasik atau tradisional, dan lain lain 

(Arwani and Masrur, 2022). 

Mustajab (2015) menyebutkan pondok pesantren di Indonesia, 

sudah mulai mengimplementasikan bidang pendidikan keterampilan, 

sehingga santri pondok tidak semata belajar pendidikan umum dan 

agama Islam, namun belajar keterampilan yang saat ini dibutuhkan 

(Najihah 2022). Pesantren berdiri untuk memenuhi tuntutan zaman. 

Bahkan eksistensi pesantren sejak pra kemerdekaan Indonesia sudah 

banyak berkontribusi pada masyarakat Indonesia. Pesantren di 

Indonesia yang jumlah nya mencapai angka ribuan sudah seharusnya 

memiliki potensi yang besar juga dalam bidang ekonomi. Jika 

pesantren tidak memberdayakan santrinya di era saat ini, maka 

lembaga-lembaga ekonomi mikro lain yang akan menggeser ke arah 

kemajuan (Makki and Subairi, 2020). 

 

Konsep Ekonomi Pesantren 

Pesantren merupakan institusi yang melekat dan secara fundamental 

terintegrasi dalam kerangka sosial masyarakat Muslim Indonesia. 

Peran sosial yang dilakukan oleh pesantren ini terus bertahan dan 

secara signifikan memperkaya kehidupan komunitas Muslim. Aset 

yang dimiliki oleh pesantren merupakan modal sosial yang tangguh 

yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab 
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4. Pesantren membangun unit-unit usaha yang bersifat produktif, 

guna menunjang kemandirian ekonomi institusi dan 

pemberdayaan masyarakat 

5. Pesantren mengorganisir alumni yang telah memiliki usaha untuk 

menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan ekonomi umat 

dan masyarakat luas. 

6. Pesantren menanggapi dinamika ekonomi global dengan 

mengadopsi model bisnis daring, memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai strategi adaptif dalam 

pengembangan usaha. 
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pangan lokal terhadap tekanan pasar global. Komitmen slow food 

terhadap keberlanjutan melampaui isu lingkungan semata, mencakup 

pula dimensi sosial dan ekonomi dari produksi pangan, serta 

mendorong transparansi dan keterlacakan dalam rantai pasok 

pangan. Lebih jauh lagi, gerakan ini mengakui keterkaitan intrinsik 

antara pangan dan budaya, dan karena itu mendorong pelestarian 

warisan kuliner serta pendidikan pangan guna memberdayakan 

konsumen agar mampu membuat pilihan pangan yang sadar dan 

bertanggung jawab. 

Lebih lanjut, gerakan slow food juga terhubung dengan 

meningkatnya perhatian global terhadap kedaulatan pangan, yaitu 

hak komunitas untuk menentukan sendiri sistem pangan dan 

pertaniannya, dengan mengutamakan kebutuhan produsen dan 

konsumen lokal dibandingkan tuntutan pasar global (Ningrum & 

Subroto, 2020). Kedaulatan pangan mendorong kebijakan yang 

mendukung pertanian keluarga, mempromosikan praktik 

agroekologi, dan melindungi budaya pangan lokal dari ancaman 

penyeragaman akibat globalisasi (Akanmu et al., 2023). 

Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran 

yang sesuai bagi produk lokal dalam kerangka gerakan slow food yang 

mengedepankan prinsip good, clean, and fair. Juga menjelaskan peran 

sinergis antara komunitas, teknologi digital, dan narasi budaya dalam 

membangun pemasaran berbasis nilai yang berkelanjutan. Tujuan 

lainnya adalah menggambarkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya 

dari pemasaran produk lokal yang dilakukan melalui pendekatan Slow 

food, termasuk kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan 

pelestarian identitas kuliner lokal. 

 

Konsep Slow food dan Tantangan Produk Lokal 
Edukasi yang komprehensif bagi konsumen dan produsen memegang 

peranan penting dalam menanamkan pemahaman mendalam dan 

apresiasi terhadap nilai-nilai yang diusung oleh gerakan slow food 

(Hendrikx & Lagendijk, 2020). Pemahaman konsumen mengenai 

dampak pilihan makanan mereka terhadap lingkungan, kesehatan, 

dan keberlanjutan budaya merupakan fondasi penting dalam 

mendorong perubahan perilaku konsumsi (Augtiah et al., 2022). 
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(Komara et al., 2021). Peningkatan jumlah usaha kuliner di Indonesia, 

yang didukung oleh inisiatif pemerintah seperti Program 

Pemberdayaan UMKM, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini menuntut 

strategi pemasaran yang strategis, dengan fokus pada keunikan 

produk, unsur artistik, detail kerajinan, kedekatan dengan bahan 

baku, lokasi strategis, ketersediaan tenaga kerja, kreativitas, serta 

kepekaan terhadap preferensi pasar (Samrin et al., 2021). Selain itu, 

pengembangan usaha alternatif melalui peningkatan strategi 

pemasaran, layanan wisata dan edukasi, serta optimalisasi platform 

media sosial dan e-commerce sangat penting untuk memanfaatkan 

kekayaan warisan kuliner Indonesia (Mustaniroh et al., 2020). 

 

Kesimpulan 

Gerakan slow food menawarkan pendekatan alternatif yang holistik 

dalam memasarkan produk lokal dengan menekankan pada 

keberlanjutan, keadilan, dan pelestarian budaya. Strategi pemasaran 

produk lokal dalam kerangka ini tidak dapat dilepaskan dari sinergi 

antara edukasi konsumen, penggunaan media digital, keterlibatan 

komunitas, dan penguatan narasi budaya. Pendekatan ini tidak hanya 

memperkuat posisi produk lokal di tengah arus globalisasi, tetapi juga 

membangun ekosistem pangan yang tangguh dan adil. 

Upaya ini melibatkan kolaborasi antara produsen, komunitas, 

dan influencer yang berintegritas, sehingga nilai-nilai lokal dapat 

dikomunikasikan secara efektif kepada pasar yang lebih luas. Acara 

slow food secara luring, pemasaran berbasis komunitas, serta platform 

digital menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesadaran 

konsumen dan memperkuat loyalitas terhadap produk lokal. 

Dengan penerapan strategi yang tepat, produk lokal tidak hanya 

menjadi pilihan etis dan berkelanjutan bagi konsumen, tetapi juga 

menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pelestarian 

identitas kuliner bangsa. Oleh karena itu, penguatan sistem 

pemasaran produk lokal berbasis nilai-nilai slow food sangat relevan 

untuk menjawab tantangan keberlanjutan pangan di masa depan. 
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Perempuan dan Ekonomi Kerakyatan 
Di era globalisasi sekarang, keterlibatan laki-laki dan perempuan 

dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek yang 

sangat krusial. Perbedaan biologis antara keduanya memang 

merupakan bagian dari kodrat alam, namun pola hubungan sosial 

yang tercipta di antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya 

dibentuk oleh konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. 

Relasi gender bukan menjadi sesuatu yang tetap dan tak bisa diubah, 

hal itu dapat dibentuk dan diarahkan menuju kesetaraan dan 

keharmonisan. Dalam konteks pembangunan kesetaraan dalam 

pengembangan potensi sumber daya manusia antara laki-laki dan 

perempuan menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan di 

berbagai bidang. Dengan begitu, adanya pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi sudah tidak lagi bergantung pada persediaan sumber daya alam, 

melainkan pada strategi pengembangan sumber daya manusia (Da 

Meisa & Anzari, 2021). 

Walaupun bekerja sering dikaitkan dengan gender utamanya 

laki-laki, namun perempuan banyak terlibat dalam sektor ekonomi 

rakyat bahkan banyak perempuan menopang ekonomi keluarga. 

Bahkan untuk tenaga profesional dari tahun ke tahun data perempuan 

sebagai tenaga profesional semakin naik, terbukti pada tahun 2021 

data menunjukkan sebesar 48.65% dan pada 2024 naik sebesar 

50,13% tenaga profesional didominasi oleh perempuan (Perempuan 

Sebagai Tenaga Profesional - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik 

Indonesia, 2025). Hubungan antara perempuan dan ekonomi bersifat 

multifaset mencakup partisipasi dalam angkatan kerja, 

kewirausahaan serta dampak kebijakan ekonomi dan pembangunan. 

Hal ini cocok dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berlaku di 

Indonesia yang digunakan sebagai sarana bagi terwujudnya keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pilar utama demokrasi 

(Pohan et al., 2018). 

Perempuan sangat tepat disandingkan dengan ekonomi 

kerakyatan karena mereka adalah pelaku utama, pendorong sekaligus 

penopang dari sistem berbasis rakyat. Peran mereka sangat krusial 

dalam membangun ekonomi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi 

kerakyatan adalah kunci kemajuan sosial dan ekonomi bangsa. 
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mempertimbangkan kebutuhan dan realitas perempuan, maka hal 

ini memperkuat ketimpangan dan menghambat partisipasi aktif 

perempuan dalam pembangunan ekonomi. 

 
5. Keterbatasan Akses terhadap Jaringan Pasar atau Teknologi 

Perempuan, terutama yang berada di daerah pelosok, menghadapi 

berbagai hambatan dalam mengakses teknologi dan jaringan pasar 

yang krusial  untuk  kemajuan ekonomi. Tingginya  biaya 

konektivitas internet dan perangkat digital menjadi kendala utama 

yang menghambat partisipasi perempuan dalam ekonomi digital 

(Tunçsiper, 2025). Selain itu,  rendahnya  literasi digital 

menyebabkan banyak perempuan tidak memiliki keterampilan 

yang diperlukan untuk menggunakan alat digital secara efektif, 

baik untuk pengembangan pribadi maupun usaha (Mariscal et al., 

2019). Hambatan ini semakin diperparah oleh norma sosial dan 

stereotip gender yang membatasi mobilitas dan kesempatan 

perempuan dalam mengakses teknologi dan pelatihan. 

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap jaringan pasar dan 

pendampingan bisnis juga menghambat pertumbuhan usaha 

perempuan. Banyak wirausaha perempuan yang kesulitan 

mendapatkan bimbingan, kemitraan, atau masuk ke jaringan 

profesional yang dibutuhkan untuk memperluas pasar dan 

mengembangkan produk. Akibatnya, potensi bisnis mereka sering 

kali tidak berkembang secara optimal. Membangun lingkungan 

yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi digital sangat 

penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan 

meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor teknologi dan 

kewirausahaan (AlQubaisi et al., 2024). 

 

Harapan untuk Masa Depan Pemberdayaan Perempuan 

dalam Ekonomi Kerakyatan 

Pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam menciptakan 

ekonomi kerakyatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa 

keterlibatan aktif perempuan, ekonomi kerakyatan akan berjalan 

timpang dan kehilangan dampak transformasional yang seharusnya 

dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan dukungan yang setara melalui 
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perluasan akses terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, jaringan 

pasar, dan permodalan. Upaya ini penting agar perempuan dapat 

mengoptimalkan potensi mereka secara mandiri dalam pembangunan 

ekonomi rakyat yang berkeadilan. Dengan menghapus hambatan 

struktural dan memperkuat kebijakan yang responsif gender, masa 

depan ekonomi kerakyatan yang partisipatif dan berkeadilan gender 

bukan hanya menjadi harapan, tetapi sebuah keniscayaan. 
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Memahami Konsep dan Ruang Lingkup Perlindungan Sosial 
Perlindungan sosial, secara esensial, adalah sistem kebijakan publik 

yang didesain untuk membantu individu, keluarga, dan komunitas 

dalam mengelola risiko dan guncangan sosial ekonomi sepanjang 

siklus hidup mereka, sekaligus memastikan akses terhadap kebutuhan 

dasar dan pelayanan sosial esensial (ILO, 2017). Ruang lingkupnya 

mencakup berbagai intervensi yang saling melengkapi, yang dapat 

dikategorikan ke dalam beberapa pilar utama: 

1. Bantuan Sosial (Social Assistance) 

Bantuan sosial merupakan pilar perlindungan sosial yang 

ditujukan untuk kelompok masyarakat paling rentan dan miskin. 

Program-program ini menyediakan transfer sumber daya, baik 

dalam bentuk tunai maupun barang, secara non-kontributif. Tujuan 

utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi 

dampak kemiskinan ekstrem, dan mencegah rumah tangga dari 

kerentanan lebih lanjut. Di Indonesia, contoh nyata dari pilar ini 

adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan 

bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin, dan 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako yang 

memfasilitasi akses pangan melalui kartu elektronik (Kementerian 

Sosial RI, 2024a; Kementerian Sosial RI, 2024b). Program ini 

seringkali menjadi garis pertahanan pertama bagi mereka yang 

paling membutuhkan. 

 
2. Asuransi Sosial (Social Insurance) 

Asuransi sosial adalah sistem perlindungan yang didasarkan pada 

prinsip kontribusi wajib. Peserta dan/atau pemberi kerja secara 

berkala menyisihkan sebagian pendapatan mereka sebagai iuran 

untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko-risiko tertentu, 

seperti sakit, kecelakaan kerja, pensiun hari tua, dan kematian. 

Ketika risiko tersebut terjadi, peserta atau ahli warisnya berhak 

menerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di 

Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi utama yang mengelola 

berbagai program asuransi sosial ini, termasuk Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) yang bersifat universal, serta Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan 
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Terakhir, tantangan geografis dan demografis di Indonesia, 

sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar dan tersebar, 

menciptakan kendala logistik dan administratif dalam penyaluran 

bantuan dan penyediaan layanan, terutama di daerah-daerah terpencil 

dan perbatasan yang sulit dijangkau. 

 

Arah Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial di Masa 

Depan 

Pengembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia di masa depan 

harus diarahkan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih 

komprehensif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, yang mampu 

merespons dinamika sosial ekonomi dan tantangan global yang terus 

berkembang. 

Menuju Perlindungan Sosial Universal dan Komprehensif harus 

menjadi tujuan utama jangka panjang. Ini berarti memperluas 

cakupan program-program jaminan sosial, seperti JKN dan jaminan 

ketenagakerjaan, hingga menjangkau seluruh penduduk Indonesia, 

termasuk kelompok pekerja informal dan rentan yang belum 

terlindungi (ILO, 2017). Universalitas juga berarti memastikan bahwa 

perlindungan yang diberikan mencakup berbagai risiko utama 

sepanjang siklus hidup, dari lahir hingga usia tua. 

Penguatan Integrasi dan Koordinasi Lintas Sektor adalah 

prasyarat penting untuk efisiensi dan efektivitas. Pembangunan satu 

sistem data terpadu yang kuat, yang mampu memfasilitasi pertukaran 

informasi antar kementerian dan lembaga terkait secara aman dan 

real-time, akan meminimalkan tumpang tindih program dan 

meningkatkan ketepatan sasaran. Mekanisme koordinasi yang jelas 

dan forum komunikasi rutin antar pemangku kepentingan harus 

dilembagakan untuk memastikan sinergi kebijakan (World Bank, 

2021). 

Peningkatan Kualitas dan Relevansi Program perlu dilakukan 

secara berkelanjutan melalui evaluasi berkala dan penyesuaian 

program berdasarkan bukti dan umpan balik dari lapangan. Program- 

program harus dirancang agar lebih responsif terhadap kebutuhan 

spesifik berbagai kelompok masyarakat dan konteks lokal yang 
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berbeda. Inovasi dalam desain program, penyaluran bantuan, dan 

pemanfaatan teknologi harus dipertimbangkan untuk meningkatkan 

kualitas layanan dan kemudahan akses bagi penerima manfaat 

(Kementerian PPN/Bappenas, 2020). 

Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive 

Social Protection - ASP) menjadi sangat penting di tengah 

meningkatnya frekuensi dan intensitas guncangan eksternal seperti 

bencana alam, krisis ekonomi, dan pandemi. ASP melibatkan 

kemampuan sistem perlindungan sosial untuk menyesuaikan diri 

dengan cepat dan efektif terhadap guncangan ini, baik dalam hal 

perluasan cakupan, peningkatan manfaat, maupun penggunaan 

mekanisme penyaluran darurat (Gentilini et al., 2020). Hal ini 

memerlukan fleksibilitas dalam anggaran dan kerangka regulasi. 

Peningkatan Investasi Berkelanjutan dalam perlindungan sosial 

sangat krusial. Pemerintah perlu terus meningkatkan alokasi 

anggaran yang memadai untuk program-program perlindungan sosial, 

memandang ini sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan 

manusia dan stabilitas sosial. Selain itu, pengelolaan keuangan yang 

transparan, akuntabel, dan efisien akan memastikan bahwa setiap 

rupiah memberikan dampak maksimal (OECD, 2015). 

Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi harus menjadi fokus 

integral dari program perlindungan sosial. Selain memberikan 

bantuan langsung, program harus dirancang untuk membantu 

penerima manfaat keluar dari ketergantungan dan mencapai 

kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Ini dapat dilakukan 

melalui integrasi dengan program pelatihan keterampilan, 

pendampingan usaha, akses ke permodalan, dan fasilitasi akses ke 

pasar kerja yang layak (ILO, 2023). 

Pemanfaatan Teknologi Digital secara maksimal akan menjadi 

kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

sistem perlindungan sosial. Teknologi dapat digunakan untuk 

pendaftaran dan identifikasi penerima manfaat yang lebih akurat, 

penyaluran bantuan secara non-tunai yang lebih aman, pemantauan 

program secara real-time, hingga analisis data untuk perbaikan 

kebijakan (Gelb & Pal, 2019). 
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Kesimpulan 

Perlindungan dan jaminan sosial merupakan pilar fundamental dalam 

pembangunan kesejahteraan sosial dan pencapaian keadilan di 

Indonesia. Dengan landasan konstitusional yang kuat dan berbagai 

program yang terus berevolusi, sistem ini berupaya untuk 

memberikan jaring pengaman bagi masyarakat dari berbagai risiko 

ekonomi dan sosial, sekaligus memastikan akses terhadap kebutuhan 

dasar dan pelayanan esensial. Meskipun demikian, perjalanan menuju 

sistem yang sepenuhnya inklusif dan efektif masih diwarnai oleh 

berbagai tantangan, mulai dari perluasan cakupan yang belum merata, 

isu ketepatan sasaran, disparitas kualitas layanan, hingga kebutuhan 

akan koordinasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan. 

Masa depan perlindungan sosial di Indonesia harus diarahkan 

pada pembangunan sistem yang universal, komprehensif, dan adaptif. 

Hal ini menuntut investasi yang berkelanjutan, penguatan integrasi 

dan koordinasi antar program, peningkatan kualitas layanan, serta 

pemanfaatan teknologi digital secara strategis untuk efisiensi dan 

transparansi. Lebih dari sekadar bantuan, perlindungan sosial harus 

juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong 

kemandirian ekonomi dan meningkatkan kapasitas individu untuk 

berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Dengan komitmen yang 

teguh dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat mewujudkan visi 

perlindungan sosial yang memberikan jaminan keamanan dan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, membangun masyarakat yang 

lebih berdaya tahan dan berkeadilan. 
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meningkat seiring dengan pertumbuhan tersebut. Oxfam Indonesia 

(2017) merilis sebuah laporan yang menunjukkan bahwa kesenjangan 

antara kelompok masyarakat terkaya dan sisanya di Indonesia 

tumbuh dengan laju yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan 

negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan 

indikator nyata bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi belum 

terdistribusi secara merata, terutama kepada kelompok rentan seperti 

perempuan, masyarakat miskin pedesaan, dan komunitas adat. 

Ketimpangan yang terus melebar ini secara langsung melemahkan 

efektivitas strategi pengentasan kemiskinan. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan alternatif yang 

lebih inklusif, adil, dan berbasis pada kekuatan lokal yakni pendekatan 

ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menawarkan paradigma 

pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama 

ekonomi, bukan sekadar objek. Pendekatan ini mengedepankan 

penguatan sektor-sektor ekonomi rakyat seperti UMKM, pertanian, 

kelautan, koperasi, serta inovasi berbasis komunitas seperti social 

enterprises. Negara harus hadir secara aktif melalui kebijakan yang 

berpihak kepada rakyat kecil, memperkuat program perlindungan 

sosial, serta mendorong kolaborasi antara aktor negara, sektor 

swasta, dan masyarakat sipil. 

Bab ini akan membahas tentang potret kemiskinan dan 

ketimpangan di Indonesia, menelusuri bagaimana pendekatan 

ekonomi kerakyatan dapat menjadi alternatif strategis, serta 

mengeksplorasi strategi konkret dalam pengentasan kemiskinan yang 

berbasis pada prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat. 

Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merancang 

kebijakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

 

Potret Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia 
Berdasarkan laporan terbaru dari World Bank (2024), Indonesia 

menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan yang relatif 

konsisten sejak awal dekade 2000-an. Data tahun 2023 dan 2024 

semakin menguatkan kecenderungan ini, di mana tingkat kemiskinan 

nasional tercatat sebesar 9,0% pada Maret 2024, turun sebesar 0,4 

persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Di wilayah perkotaan, 
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(Marta et al., 2024). Perguruan tinggi harus lebih aktif dalam 

menjalankan fungsi pengabdian masyarakat yang berbasis riset dan 

teknologi tepat guna. Sektor swasta, melalui tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR), dapat mendorong pembentukan rantai pasok yang 

lebih inklusif dengan melibatkan UMKM dan pelaku ekonomi lokal 

sebagai mitra usaha. Sementara itu, peran media dan komunitas sipil 

penting dalam mengawasi implementasi program serta memperluas 

literasi masyarakat. Namun, meskipun model pendekatan ini 

menawarkan kerangka kolaborasi yang komprehensif, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan dampak nyata terhadap pembangunan desa 

menjadi terbatas, khususnya di daerah yang sangat tertinggal 

(underdeveloped) seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas, 

akses terhadap teknologi, serta dinamika sosial dan budaya yang 

kompleks. Oleh karena itu, penanganan yang lebih terfokus pada 

peningkatan kapasitas lokal, penguatan koordinasi, dan penyesuaian 

program dengan konteks sosial-budaya setempat sangat diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini. 

Strategi keempat adalah digitalisasi dan perluasan akses 

keuangan inklusif. Transformasi digital memberikan peluang besar 

bagi UMKM untuk memperluas pasar, mengelola usaha secara efisien, 

dan meningkatkan daya saing (Sholihin, 2024). Namun, untuk 

memanfaatkan peluang ini, pelaku usaha kecil harus dilengkapi 

dengan literasi digital dan keuangan yang memadai. Pemerintah dan 

swasta perlu mengembangkan ekosistem pembiayaan mikro berbasis 

komunitas seperti koperasi digital dan fintech lokal yang ramah 

terhadap usaha kecil. Selain itu, e-commerce lokal perlu diperkuat 

sebagai kanal distribusi produk-produk rakyat dengan skema harga 

dan logistik yang adil. 

Terakhir, strategi yang tak kalah penting adalah investasi dalam 

pendidikan kewirausahaan dan inovasi sosial. Kurikulum 

kewirausahaan sejak pendidikan menengah hingga perguruan tinggi 

perlu dikembangkan untuk menanamkan semangat kemandirian dan 

kreativitas ekonomi sejak dini (Haq et al., 2021). Inkubator bisnis 

desa, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan terhadap social 

enterprise harus menjadi bagian dari strategi nasional pemberdayaan 

ekonomi. Pengentasan kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai 
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pengurangan angka, tetapi sebagai proses transformasi sosial menuju 

masyarakat yang berdaulat secara ekonomi, bermartabat secara 

sosial, dan berkelanjutan secara ekologis. 

 

Penutup 

Pembahasan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam kerangka 

ekonomi kerakyatan menegaskan bahwa pembangunan yang 

berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan ekonomi 

konvensional yang bertumpu pada pertumbuhan semata. Realitas 

sosial-ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa meskipun 

pertumbuhan ekonomi terus meningkat, distribusi hasil 

pembangunan masih belum merata dan cenderung memperlebar 

kesenjangan. Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan hadir sebagai 

tawaran strategis: sebuah pendekatan yang menempatkan rakyat 

sebagai subjek utama pembangunan, mengedepankan kedaulatan 

ekonomi lokal, serta memperkuat kelembagaan kolektif seperti 

UMKM dan koperasi. Melalui mekanisme yang berbasis partisipasi dan 

solidaritas sosial, ekonomi kerakyatan mampu menjawab persoalan 

struktural kemiskinan dengan cara yang lebih inklusif dan 

berkeadilan. Namun demikian, implementasi ekonomi kerakyatan 

memerlukan dukungan lintas sektor dan sinergi kebijakan yang 

konsisten, mulai dari reformasi kebijakan fiskal, perlindungan sosial 

yang menyeluruh, hingga penguatan pendidikan kewirausahaan dan 

digitalisasi ekonomi rakyat. Jadi, strategi pengentasan kemiskinan 

melalui ekonomi kerakyatan bukan hanya wacana alternatif, 

melainkan fondasi penting dalam membangun masa depan Indonesia 

yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Umunnisa Hidayati 



278 

Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam 
Konteks Ekonomi Kerakyatan 

 
Daftar Pustaka 

Bappenas. (2019). Rancangan Rencana pembangunan jangka 

menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Bappenas. 

Callen, T. (2024). Gross domestic product: An economy’s all. IMF. 

https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Bac 

k-to-Basics/gross-domestic-product-GDP. 

Fitrawaty, F. (2020). The analysis of inequality on economic growth in 

Indonesia. Randwick International of Social Science Journal, 1(3), 

499–512. https://doi.org/10.47175/rissj.v1i3.103. 

Hanoman, J. (2017). The hidden faces of poverty. In Hunger and 

Poverty in South Africa (pp. 7–18). Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9781315406060-2 

Haq, S., Jalinus, N., Giatman, M., & Ganefri, G. (2021). Kewirausahaan 

pada kurikulum pendidikan Kejuruan. CIVED, 8(2), 85. 

https://doi.org/10.24036/cived.v8i2.112268 

Hasan, Z., & Yunus, M. (2022). Pendampingan UMKM maju digital 

melalui digital marketing bagi UMKM desa kemuningsari lor, 

Kecamatan Panti, jember. Jurnal Pengabdian Literasi Digital 

Indonesia, 1(2), 60–65. 

https://doi.org/10.57119/abdimas.v1i2.12 

Huda, N., & Sa’roni, C. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, 

Pengangguran, dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2021. 

JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 7(1), 243–253. 

https://doi.org/10.20527/jiep.v7i1.72 

Javier, F. (2023). DATATEMPO. 

https://data.tempo.co/data/1614/pertumbuhan-ekonomi- 

indonesia-2022-kembali-normal. 

Kader, M. A. (2018). PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM 

MEWUJUDKAN  EKONOMI  KERAKYATAN  DI  INDONESIA. 

JURISMA : Jurnal Riset Bisnis &amp; Manajemen, 8(1). 

https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995. 
 

 
Umunnisa Hidayati 

http://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Bac


279 

Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam 
Konteks Ekonomi Kerakyatan 

 
Kemensos RI. (2025, March 24). Program Keluarga Harapan. 

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh. 

Kementerian UKM RI. (2024). Kementerian UMKM. 

https://umkm.go.id/umkm-dalam-angka/?type=indikator- 

umkm&sub=0. 

Kencana, M. R. B. (2019, August 16). Entaskan Kemiskinan, 

Pemerintah Siapkan Rp 157,1 triliun. Liputan6. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4039766/entaskan- 

kemiskinan-pemerintah-siapkan-rp-1571-triliun. 

Kruijssen, F., Tedesco, I., Ward, A., Pincus, L., Love, D., & Thorne- 

Lyman, A. L. (2020). Loss and waste in fish value chains: A review 

of the evidence from low and middle-income countries. Global 

Food Security, 26, 100434. 

https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100434. 

Kurniyanto, I. R., Arifiyanti, N., & Destiarni, R. P. (2023). Strategi 

pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal pada 

masyarakat Desa Keleyan. AGRISCIENCE, 3(3), 699–709. 

https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i3.19448. 

Liu, Q., Guo, Z., Gao, L., Dong, Y., Moallemi, E. A., Eker, S., Yang, J., Li, X., 

Obersteiner, M., & Bryan, B. A. (2021). A review of model-based 

scenario analysis of poverty for informing sustainability. California 

Digital Library (CDL). https://doi.org/10.31223/x53k9m. 

Lubis, H. (2017). Mengentaskan kemiskinan: Multidimensional 

approach.  Hermeneutika :  Jurnal  Hermeneutika,  3(1),  1. 

https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v3i1.2901. 

Marta, A., Febrina, R., Asrida, W., Amin, R. M., & Ms, Z. Harirah. (2024). 

The quintuple helix innovation model: A pathway to sustainable 

development in marginalized rural communities. Otoritas : Jurnal 

Ilmu Pemerintahan, 14(3), 647–665. 

https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15688. 

Nolan, B. (2024). Intergenerational persistence of poverty. In Research 
 
 

 
Umunnisa Hidayati 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4039766/entaskan-


280 

Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam 
Konteks Ekonomi Kerakyatan 

 
Handbook on Intergenerational Inequality (pp. 73–85). Edward 

Elgar Publishing. 

https://doi.org/10.4337/9781800888265.00013. 

OCBC. (2021). Sistem ekonomi kerakyatan: Pengertian, Ciri, & 

Contohnya. 

https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/06/sistem-ekonomi- 

kerakyatan. 

OXFAM Indonesia. (2022, May 25). Towards a more equal Indonesia. 

Oxfam International. 

https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal- 

indonesia. 

Putri, E. P., Pardi, S., & Lokajay, I. N. (2016). STRATEGI PENGENTASAN 

KEMISKINAN DI JAWA TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN 

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). Heuristic, 

12(02). https://doi.org/10.30996/he.v12i02.632. 

Sari, S. N. I. (2021). PENGARUH PEMBERDAYAAN, LAMA MENGELOLA 

DAN PENDAPATAN TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO, KECIL 

DAN MENENGAH (UMKM). Publik: Jurnal Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 8(1), 45–57. 

https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.160. 

Sebo, A. J. N., & Sukadana, I. W. (2022). PENGARUH UPAH DAN 

INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN 

KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  KABUPATEN  KOTA  DI 

PROVINSI BALI. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas 

Udayana, 11(9), 3523. 

https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i09.p08. 

Sholihin, Ustadus. (2024). Meningkatkan daya saing pasar UMKM 

Melalui Transformasi Digital. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu 

Manajemen Dan E-commerce, 3(2), 100–114. 

https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2512. 

Syahrul Fauzi, A., Runtiningsih, S., & Hidayat, F. (2022). Determinants 

of Poverty in Indonesia and its Policy Implications, 

Multidimensional Approach to Measuring Poverty. JOVISHE : 
 

 
Umunnisa Hidayati 

http://www.ocbc.id/id/article/2021/09/06/sistem-ekonomi-
http://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-


281 

Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam 
Konteks Ekonomi Kerakyatan 

 
Journal of Visionary Sharia Economy, 1(1), 12–24. 

https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.70. 

Tambunan, T. T. H. (2021). UMKM Di INDONESIA: Perkembangan, 

Kendala, dan Tantangan. Prenada Media. 

Utama, A. (2024, February 8). Sebagai Penggagas Program AUTP, 

Mentan: Petani Harus Tahu Manfaat dan Cara Daftarnya. PSP 

Pertanian. https://psp.pertanian.go.id/berita/sebagai- 

penggagas-program-autp-mentan-petani-harus-tahu-manfaat- 

dan-cara-daftarnya. 

World Bank. (2024). Indonesia poverty and equity brief : October 2024. 

World Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/0991240010625 

12710. 

Yulya Ammi Hapsari, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, & Fahrur Rozi. 

(2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi 

di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif, 2(4), 53–62. 

https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Umunnisa Hidayati 

http://documents.worldbank.org/curated/en/0991240010625


282 

Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam 
Konteks Ekonomi Kerakyatan 

 
PROFIL PENULIS 

Umunnisa Hidayati, M.InterDevPractice. 

Umunnisa memulai minat dan karirnya di 

bidang pembangunan sejak tahun 2011. 

Memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman, ia 

telah terlibat dalam berbagai aktivitas 

pembangunan, termasuk magang, kegiatan 

sukarelawan, dan pekerjaan profesional di 

sektor-sektor seperti kebencanaan, 

pengembangan masyarakat, layanan kesehatan 

primer, pengembangan pemuda, gender, dan 

pembangunan berkelanjutan. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di 

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau. Pendidikan 

formalnya adalah Master of International Development dari Monash 

University Australia yang ditempuh dengan beasiswa dari Australia 

Awards Scholarships pada tahun 2018. Selama studinya, ia aktif 

berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan konferensi, 

termasuk konferensi Australian Council for International Development 

di Sydney pada tahun 2018 dan program pertukaran pemuda untuk 

mempelajari pendidikan dan teknologi kebencanaan di Jepang pada 

tahun 2012. 

 
Email: umunnisahidayati@lecturer.unri.ac.id & umunsy@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Umunnisa Hidayati 

mailto:umunnisahidayati@lecturer.unri.ac.id
mailto:umunsy@gmail.com


Generasi Muda dan Regenerasi Ekonomi Kerakyatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erni Junaida 283 

 
 

 
BAB 17 

GENERASI MUDA DAN 
REGENERASI EKONOMI 

 KERAKYATAN  
 
 
 

 
Erni Junaida, S.E., M.S.M. 

Universitas Samudra 



284 

Generasi Muda dan Regenerasi Ekonomi Kerakyatan 

 
Pengertian Generasi Muda 

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang berada dalam 

usia remaja hingga dewasa awal, memiliki energi dan potensi untuk 

membangun peradaban masa depan (Suryono, Y, 2019). Generasi 

muda merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam rentang 

usia remaja hingga dewasa awal, biasanya antara usia 15 hingga 30 

tahun. Mereka berada dalam fase perkembangan fisik, emosional, 

intelektual, dan sosial yang pesat. Generasi ini dikenal sebagai 

kelompok yang memiliki semangat tinggi, idealisme kuat, daya kritis 

tajam, dan keterbukaan terhadap perubahan serta teknologi baru. 

Mereka juga memiliki peran strategis sebagai pewaris dan penerus 

estafet pembangunan bangsa. Dalam era globalisasi dan revolusi 

industri 4.0, generasi muda menghadapi tantangan besar, namun juga 

memiliki peluang yang luas untuk berkontribusi dalam berbagai 

bidang kehidupan. 

Generasi muda memiliki posisi strategis dalam pembangunan 

bangsa, namun, potensi tersebut harus terus dibina melalui 

pendidikan, pembinaan karakter, dan kesempatan berpartisipasi aktif 

dalam kehidupan masyarakat. Negara dan masyarakat perlu 

menciptakan ruang partisipatif agar generasi muda tumbuh menjadi 

sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. 

 

Peran Strategis Generasi Muda 
1. Sebagai agen perubahan (agent of change) yang mendorong 

kemajuan bangsa di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 

2. Penerus dan penjaga nilai-nilai bangsa yang harus memahami 

sejarah dan identitas nasional. 

3. Pelaku pembangunan nasional, baik melalui pendidikan, 

wirausaha, maupun teknologi. 

4. Pembangun karakter bangsa, karena mereka menentukan wajah 

Indonesia di masa depan. 

Peran Strategis Generasi Muda Indonesia memiliki potensi besar 

sebagai agen perubahan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. 

Mereka merupakan kelompok usia produktif yang adaptif terhadap 

perubahan, kreatif, dan memiliki akses luas terhadap teknologi dan 
 
 

 
Erni Junaida 



290 

Generasi Muda dan Regenerasi Ekonomi Kerakyatan 

 

 
5. Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah 

a. Program bantuan tidak jarang menimbulkan ketergantungan 

dan tidak mendorong kemandirian usaha rakyat. 

b. Kurangnya strategi pemberdayaan jangka panjang. 

6. Pasar yang Tidak Stabil 

a. Produk ekonomi kerakyatan sering tidak memiliki akses ke 

pasar yang luas atau stabil. 

b. Ketergantungan pada tengkulak dan rantai distribusi yang tidak 

adil. 

7. Kurangnya Dukungan Kebijakan yang Konsisten 

a. Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat sering 

tidak berkelanjutan akibat pergantian kepemimpinan. 

b. Program-program pemerintah tidak terkoordinasi antara pusat 

dan daerah. 

 

Solusi Kunci Permasalahan Ekonomi Kerakyatan 

1. Meningkatkan Minat Generasi Muda 
a. Inklusi kewirausahaan lokal di pendidikan: Integrasi pelajaran 

kewirausahaan berbasis lokal di sekolah dan universitas. 

b. Pendampingan bisnis milenial: Program inkubasi usaha bagi 

pemuda di bidang pertanian, kerajinan, atau UMKM digital. 

c. Storytelling inspiratif: Promosi tokoh muda sukses dari sektor 

ekonomi rakyat untuk mengubah persepsi. 

2. Mempermudah Akses Modal dan Teknologi 

a. Digitalisasi koperasi dan UMKM: Mendorong penggunaan 

aplikasi keuangan, pemasaran digital, dan e-commerce. 

b. Skema pembiayaan mikro inklusif: Kredit usaha rakyat (KUR) 

berbunga rendah dengan syarat mudah dan pendampingan. 

c. Kemitraan dengan startup fintech: Untuk membantu sistem 

pencatatan keuangan dan pemasaran digital. 

3. Peningkatan Kualitas SDM 

a. Pelatihan teknis dan manajerial: Secara rutin dan berbasis 

praktik langsung di komunitas. 

b. Mentoring antar generasi: Kolaborasi antara pelaku usaha 

senior dan muda untuk transfer pengetahuan. 
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4. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Rakyat 

a. Revitalisasi koperasi: Modernisasi manajemen koperasi agar 

lebih profesional dan transparan. 

b. Legalitas usaha yang mudah dan murah: Agar pelaku ekonomi 

rakyat masuk dalam ekosistem formal. 

5. Pengembangan Akses Pasar 

a. Platform pasar digital lokal: E-commerce berbasis 

desa/kecamatan untuk jual produk lokal langsung ke 

konsumen. 

b. Kemitraan dengan industri besar: Agar produk ekonomi 

kerakyatan bisa masuk rantai pasok yang lebih luas. 

6. Kebijakan Publik yang Konsisten dan Pro-Rakyat 

a. Rencana jangka panjang lintas pemerintahan: Program 

ekonomi kerakyatan harus dilanjutkan meskipun ganti kepala 

daerah/pemerintah. 

b. Insentif pajak dan subsidi produktif: Untuk usaha mikro dan 

kecil yang berdampak sosial. 

7. Pola Pemberdayaan Berbasis Komunitas 

a. Bottom-up approach: Libatkan masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program. 

b. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, kampus, dan sektor swasta: 

Sinergi untuk dampak lebih luas dan berkelanjutan. 
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